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REVISI UU HAM

Perlindungan di Ruang Digital Masuk Jadi Agenda

JAKARTA, KOMPAS = Femurinkuh
ddan PR sepakat segera mem-
bohas reviel Undang Undang
Nomar 34 Tahun 1999 tentang
Hak Asast Manusta, Regulasi
vang dihentuk hampiv tiga de-
kade Lalu b dindar ke Lo
televan, salah satunya terkait
perhndungan terhadap perem-
puan pembels HAM yang ter-
Anam serangan siber.

Lipulan Kompag, Senin-se-
Tagan (11-12/5/2026), mengung-
kap mardknyd serangan siher
vang mender perempan akti
vis seusai menghritik kebijakan
pemenritah alau Kinerja aparal
Mereka mengalioni peretasin
akun, gempuran komentar di
ieddia sasial. penveharan infor-
maisi privadi untuk narasi ter
tentu, penvebaran fot dan vi-
don palsu, hingga pengambil-
alihan infrastruktur digital. Per-
lindungn terhadap  mereka
vang berjuang membels HAM
juga bl optimal karena po-

sts mereka belum dindu secara
apeaifik dalam undang-undang,

Dt temsh konteks itw, peme
vintah dan DPR hakal meerevis
Undarg-Undany “No© 30,1999
tentang HAM, Revisi atas ini-
stail pernerimtad i masuk da-
L dafbar Program- Tagislasi
Naswnal (Prolegnis) Privritas
AL

Wil Ketua DR i Fraks:
Partai Cerindra Sufmi oo
Al menvatadin, memasiki
(tuss sickang yung dimulai pada
12 Mol hingga 21 Juli 2026,
sulah ada beheraps Tancangan
undangundang (RUC) vang
akan diprinritaakan untk di-
bais, Beberapa di antirunya
aralah RUL Perampasan Aset
dan RUU Satu Data

"Kalau kehury yang (RUUG
HAM Kamni tmasibkkin di masa
sidang inl. Tapi, kalay engak,
v, Tgkin pembaliasaning di
Masd sidany depan.” wjarnys,
Selsa (1275

Anggola homist XL DPR
dari Fraksi Partai Temokrasi
Indonesia Ferjuangan, ke
Diah Tikaloka, herpandangan,
UL 1IAM perl seor dibuhies,
sehab, regulasi vang dibentuk
hampir 30 tuhun Jalu tlw suduh
tickak velevan dengan perkent-
Bangan 1AM global dan Lan-
tangan nasional kekinian. Salal
sl perlindungan. HAM (i
ruang digital

Dl panah perlindungan
HAM di ruang digital, Rieke
memandang bahwa revisi UU
HAM perls memasukkan se=
jumfah poin, antirs ke mem
merteras  kewajiban - nesara,
mempeckual mukansme pe
tlihan kerhan, serta meng-
integrasikan perlindungan
HAM dlicical. Selain itu, ke de-
pan UL HAM juga perdu di
harmonissikan dendan regu-
hasi T, seperti Kitab Un-
dang-undang Hukum Fidang,
kitah Undang-undang Hukuiii

Acira Fidam, dan TU o
272022 tentang Pelindungan
Lt Pritruh.

Menurat Rigke, revisi U1
1AM kian mendestk karena
Indomesia tekah diteapkan se-
b Presiden Dewan [LAM
Parserikatan Rangaa-Rangaa,

Dihubungi secara lerpisa,
Menteri HAM Natalins Pigai
Just membenarkan adanva ke-
butuhan perlindungan HAM di
tuang digital setelah maraknva
serangan siber terhadap perem-
P aklivis,

la menegaskan, pemerintah
mengusulkan revisi UU TAM.
Tiraf REILY telah selesai disusun
dan Lengah diharmonisas) an
tarkementerian seheluim diha-
has bersama DPR

etai menjelaskan, poin-poin
revish vang diajuban bertujuan
untuk  memperkual  perfin-
dungan  terhadap - penbel
HAM, tiduk terkecuali perem-
[y aktivis, (NTARTC)


http://www.tcpdf.org

